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poro pemimpin don kepolo negoro ASEAN teloh menyepokoti secoro resmi pembentukon
Mosyorokot Ekonomt ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) podo 2075. Tuiuon AEC
yoitu membentuk posor tunggol don bosis produksi yang didosorkon pado oliron bebos borong,
joso, investosi, tenogo kerjo terdidik don modol. lJntuk mencapoi tuiuon AEC tersebut perlu
peningkoton produktivitos di kowoson yong teloh dipilih sektor prioritosnyo.Produktivitos tinggi
biso diperoleh dengon membongun penyeropon moksimol kopositos tenago kerio terdidik
ASEAN dengon system MRA. Di ASEAN teloh disepokoti MRA untuk 8 profesi. lmplementosi
MRA di negoro nosionol onggoto ASEAN bonyok mengalomi kendala. ASEAN perlu mencori coro
dolom mengotosi mosolah implementosi MRA ini don itu terletok podo kemouon politik dari
negoro onggoto ASEAN secoro keseluruhon,
Key words: aliran bebas tenaga terdidik, MRA, AEC, MNP
A. PENDAHULUAN
Pada 2015 ASEAN mendeklarasikan secara resmi pembentukan Masyarakat ASEAN
yang saiah satu pilarnya adalah ASEAN Economic Community (AEC). AEC ini sangat penting bagi
masa depan ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN sehingga kerjasama ASEAN masih
relevan bagi kesejahteraan negara-negara anggotanya. Tujuan utama dari AEC yaitu
membentuk pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang kompetitif,
perkembangan ekonomi yang seimbang, serta integrasi pada ekonomi global. AEC mempunyai
lima karakteristik yaitu kebebasan bergerak atas barang (free flow ol goodsl, jasa (services),
investasi (investmentl, modal (copitol), dan kebebasan bergerak bagi tenaga kerja terdidik
(skilled lobors).a32 Dalam mencapai tujuan dari AEC, ASEAN membentuk kesepakatan dan
tindakan lmeasuresl yang harus dilaksanakan oleh negara anggota ASEAN dalam kurun waktu
a3lKoesrianti, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga
email: koesrianti@fh.unair.ac.id. Artikel disampaikan pada Simposium APHI November 2017,
Bukittinggi.
432ASEAN menggunakan kata'free fiow bukan fee movement' seperti yang digunakan oleh
Uni Eropa (UE). Berbeda dengan free flow, kata free movement merupakan hak bagi individu yang
melakanakan kegiatan ekonomi atau warga negara Uni Eropa tidak boleh dihalangi akses pasar di
negara anggota UE. Negara anggota UE tidak mempunyai kekuasaan hokum untuk mencegahnya,
kecuali hak tersebut diubah oleh Treaty UE atau diputuskan oleh ECJ sebagai case law. Jacques
Pelkmans, 2016, The ASEAN Economic Community: A Conceptual Approoch, Cambridge Univ Press,
hlm 87
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2007-2015 yang dituangkan dalam cetak biru AEC (AEC Blueprint 2007), Untuk
komitmen pembentukan AEC maka disepakati Cetak Biru AEC, Scorecard AEC, dan Con
AEC oleh para pemimpin dan kepala negara ASEAN.a33
Pada 2015, penghapusan hambatan tariff perdagangan relative dapat dilakukan
waktu, namun penghapusan hambatan bukan tariff lnon-toriff borriersl, liberalisasi
investasi mengalami kesulitan. Sehingga ketika secara resmi dideklarasikan pembentukan
pada 2015, banyak kesepakatan yang tidak sesuai tenggat waktu dan standard serta
yang telah disepakati termasuk liberalisasi jasa. Liberalisasi jasa berimpit pelaksa
dengan mobilisasi tenaga kerja terdidik. Mobilisasi pekerja terdidik saat diterapkan di la
ternyata banyak mengalami hambatan. ASEAN perlu mencari formula yang tepat
memunculkan kemauan politik dan kemampuan pengelolaan dari masing-masing
negara anggota ASEAN untuk mencapai semua tujuan dari Cetak biru AEC dan secara
sama melanjutkan liberalisasi, rasionalisasi dan integrasi untuk meraih kesempatan
berhasil memenangi tantangan ekonomi abad 21.
Artikel ini membahas dan mengkaji kesepakatan dan komitmen negara-negara a
ASEAN terhadap mobilitas tenaga kerja terdidik. Pertama akan dijelaskan secara rinci
dan jalur pergerakan (mobility) dari tenaga kerja terdidik, sehingga didapatkan trend
kerja terdidik. Setelah itu dianalisa hambatan-hambatan implementasi mobilitas tenaga
terdidik yang telah disepakati di tingkat regional ASEAN pada level nasional negara
anggota ASEAN. Dari pembahasan yang telah dilakukan maka pada bagian akhir artikel a
ditarik kesimpulan dan beberapa saran.
B. PEMBAHASAN
1. Pilar AEG Cetak biru AEC dan Sektor lntegrasi Prioritas.
Pilar pertama AEC untuk membentuk pasar tunggal dan basis produksi melalui
kebebasan aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan modal. Secara kumulatif
tujuan ASEAN adalah untuk membentuk sebuah pasar regional yang lebih bebas yang,
memberikan masyarakat kesempatan besar untuk melakukan perdagangan dan berbisnis di
kawasan karena dengan biaya yang sudah turun (karena penghapusan hambatan tariff) dan
adanya rejim investasi yang sudah diperbarui maka kawasan Asia Tenggara menjadi lebih
menarik sebagai tujuan investasi baik bagi investor dari ASEAN sendiri maupun dari luar ASEAN
atau skala internasional.
Pilar satu ini bersinergi dengan pilar dua AEC yaitu dorongan untuk menciptakan
433 Ong Keng Yong, 2012, ASEAN Economic Integrarion: Perspectives from Singapore, dalam
Sanchita Basu Das (Ed), Achieving the ASEAN Economic Community 2015: Chollenges for Member
Countries and Businesses, Singapore: ISEAS, hlm 128
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h kawasan yang"business-friendly" dan inovatif. Hal ini dicapai melalui framework dan
dard yang seragam atau sama, dan saling kerjasama dalam banyak bidang, seperti
ian dan jasa keuangan, kebijakan hokum kompetisi, HKl, dan perlindungan konsumen. lni
mendorong perkembangan koneksitas transportasi antar wilayah negara-negara anggota
dan jejaring infrastruktur lainnya, sehingga hal ini akan memberikan kemudahan bagi
si batas wilayah negara dan membantu mengurangi biaya keseluruhan dalam
s yang memberikan kesempatan luas pada masyarakat ASEAN dan pengusaha untuk
ma lebih produktif. Pada giliriannya, semua perkembangan tersebut dapat
rikan kail untuk memulai usaha baru, memperluas pasar, mendorong tumbuhnya
ber pendapatan dari barang dan jasa serta menciptakan banyak lapingan kerja di kawasan.
Pilar ketiga menciptakan perkembangan yang berkelanjutan dan seimbang melalui
n ekonomi yang berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan cara-cara yang inovatif
kreatif dengan mendorong partisipasi UMKMK di tingkat regional dan sebagai 'globol volue
choins' dan terutama memastikan bahwa negara-negara anggota baru ASEAN untuk secara
efektif berintegrasi dan bersinergi pada masyarakat ekonomi ASEAN. Sedangkan pilar ke-empat
sebagai pilar terakhir tujuannya tidak lain daripada integrasi penuh ASEAN pada ekonomi
global. Hal ini dapat ditempuh melalui cara yang koheren yaitu membentuk kerjasama ekonomi
eksternal, dengan negara-negara di luar ASEAN, yaitu berupa perjanjian kawasan perdagangan
bebas dan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif serta meningkatkan keikutsertaan
dalam jejaring lglobot supply'. Sejarah baru dan sangat menjanjikan bagi ASEAN telah dimulai
pada 2015 yang dituangkan dalam Cetak Biru ASEAN 2025 yang diharapkan akan menciptakan
hasil yang lebih baik dan lebih nyata sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Dari seluruh
uraian empat pilar ASEAN di atas, maka kebutuhan akan tenaga terdidik amat sangat
diperlukan, mengingat tidak semua negara-negara anggota ASEAN dapat memenuhi
ketersediaan SDM sesual sektor prioritas ASEAN dengan negara anggota sebagai coordinator,
seperti table berikut.
Tabel 1. Sektor Prioritas lntegrasi ASEAN (12 sektor PIS).
No Daftar PIS Negara Koordinator
1. Agro-based Product MYanmar

















Dua belas Plstersebut di atas berada di bawah 4 Persetujuan sebagai payung hukum PIS
yaitu:a3a
1. ASEAN Framework Agreement for the lntegration of Priority Sectors, Vientiane
November 2004; terdiri dari 11 sektor dengan daftar produk berjumlah 4273
Phase ke-1 dimana setiap sektor dilengkapi dengan Protocol Roadmap,
Product dan Negative List.
ASEAN Sectoral lntegration (Amendment) Protocol for Priority
Cebu,Philippines, 8 December 2006 ; menambahkan sektor Logistik'
ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the lntegration of Priority
Cebu, Philippines, 8 December 2006 ; terdiri dari 12 sektor dengan daftar
berjumlah 4514 Produk/ Phase ke-2.
4. Protocol to Amend Article 3 of the ASEAN Framework (Amendment) Agreement for
lntegration of Priority Sectors, Makati City, Philippines, 24 Agustus 2007 disepakati
dita ndata nga ninya protocol untu k sestor logistik.
2. Sektor tntegrasi Prioritas dan Mobilitas Tenaga Terdidik
ASEAN telah secara resmi membentuk AEC pada akhir 2015, dengan kara
adanya bebas aliran barang, jasa, investment, tenaga terdidik dan modal. Di sisi lain, 12
Prioritas lntegrasi (PlS) memerlukan adanya saling kerjasama antar negara-negara a
ASEAN dalam hal pemenuhan tenaga kerja terdidik di sektor-sektor tersebut. Misa
lndonesia kurang tenaga kerja terdidik yang ahli dalam bidang Automotive atau hea




maka kekurangan ini dapat dipenuhi oleh negara anggota ASEAN lainnya. Hal inilah yang
melatarbelakangi adanya kesepakatan 'free flow of skilled labor' di lingkup regional
Namun, dibanding dengan bidang yang lain, bebas aliran tenaga terdidik ini agak tertinggal
sulit implementasinya. Hal ini karena tidak adanya kerangka kerjasama regionalyang kohesif
bidang ini, adanya kebijakan nasional yang bersifat nasionalis dan proteksionis, dan kura
434 Kementrian Perdagangan Ri, Sektor Integritas Prioritas, dikutip dari website
hnp://aeccenter.kemendag.go.id/tentang-aec-2015/4-pilar-asean/single-market-production-
base/priority-integration-sectors/# (dikunjungi 02 / 08 I 2077)


















kemauan politik dari negara-negara anggota ASEAN. Kepatuhan (complioncel negara anggota
rhadap kesepakatan ASEAN digantungkan pada monitoring yang dilakukan oleh ASEAN
Monitoring kepatuhan negara anggota atas kewajiban a:as substansi perjanjian yang ada
sangat sulit dalam prakteknya. Namun, ASEAN pernah menorehkan keberhasilan implementasi
perja njian, misalnya AFTA telah berhasil diimplementasikan.a3s
Dalam lingkup internasional merupakan hal biasa terjadi terkait dengan kepatuhan
negara-negara atas kewajiban hukum internasional dan terkait dengan implementasi perjanjian
internasional di level nasional negara anggota organisasi regional. Walaupun demikian,
perusahaan masih dapat mengambil manfaat dari kebijakan-kebijakan yang membolehkan
'' s.r. tenaga kerja terdidik di sektor-sektor tertentu, untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja
di wilayah negara anggota ASEAN tertentu. Pada Cetak Biru AEC 2025 dikatakan bahwa AEC
;i.
2025 bertujuan salah satunya untuklWiden ASEAN people to people, institutional, ond
infrostructure connectivity... thot focilitote movement of copital os well as skilled labour ond
talents'a36 Di sisi lain juga dikatakan bahwa 'key to leveroging productivity is to build obsorption
copocity in skills'. Dalam konteks ini untuk membangun copocity in skills dapat dilakukan
dengan memfasilitasi aliran bebas tenaga terdidik di kawasan dengan memperhitungkan aturan
nasional domestic dan permintaan pasar kerja.
3. Pengaturan aliran bebas tenaga terdidik di ASEAN melalui MRA
Pengaturan untuk aliran bebas tenaga terdidik di ASEAN pada prinsipnya dilakukan
melalui Mutuol Recognition Arrongements (MRAs) yang bisa mengakui kemahiran, pengalaman
dan akreditasi tenaga kerja tersebut di seluruh negara anggota ASEAN, yang mengijinkan
mereka untuk bekerja di negara lain di kawasan ASEAN diluar negara asal mereka.a3T MRA
merupakan instrumen penting untuk mobilitas tenaga kerja terdidik di ASEAN. Melalui MRA ini
negara-negara anggota ASEAN akan mengakui pendidikan, pengalaman yang telah didapat oleh
seseorang, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dan ijin (licensing) dan sertifikasi
yang diberikan oleh negara anggota ASEAN lainnya. Namun demikian, proses negosiasi untuk
pengakuan itu merupakan proses yang sangat kompleks and memakan waktu iama karena
beragamnya tingkat perkembangan ekonomi negara-negara anggota ASEAN, bervariasinya
standar pendidikan dan profesi diantara negara-negara anggota ASEAN. Sampai dengan Maret
2015 negara-negara anggota ASEAN sudah menyepakati MRA untuk 8 profesi terdiri dari:
teknik (engineering), perawat, arsitek, dokter, dokter gigi, pariwisata, surveyors dan akuntan.
43s Simon Chesterman, 2015, From Community to Compliance?: The Evolution of Monitoring
0bligation in ASEAN, Cambridge University Press, hlm 69
436 ASEAN, /4SE7 N Economic Community Blue Print2025, para 6.v. dikutip dari website ASEAN,
http://www.asean.org/storag e / 20LS / lL / ASEAN-2025-Forging-Ahead-Together.pdf
a37 Mutual Recognition Arrangements (RMA) merupakan sebuah system persamaan, penyetaraan
dan pengakuan atas pendidikan, kemahiran dan kualifikasi profesi. Contoh, seorang dokter gigi di
Hanoi dapat pindah secara bebas ke Kuala Lumpur untuk prakrik jasa dokter gigi ketika pengakuan










Profesi ini baru meliputi 1,5% daritotal angkatan kerja ASEAN.a38
Tabel 2: MRA profesi di ASEAN
No MRA Tahun tanda tangan
1. Engineering Desember 2005
2. Perawat Desember 2006
3. Arsitek Desember 2007
4. Surveyor Desember 2007
5. Akuntan Februari 2009
6. Dokter Februari 2009
7. Doktergigi Februari 2009
8. Pariwisata November 2012
Sumber: ASEAN Website, 2076
Standard profesi yang diterapkan oleh MRA berbeda-beda pada tiap profesi
Misalnya, seorang insinyur teknik harus memiliki 'rjin lisensi praktek yang dikeluarkan
institusi negara di negaranya dan harus mempunyai paling tidak tujuh tahun pengalaman
setelah lulus studi, dua tahun diantaranya berupa pengalaman kerja yang significan.
permohonan harus dikirimkan ke ASEAN Chortered Professionol Engineers
Committee untuk dilakukan review dan jika berhasil, pemohon akan diperbolehkan bekerja di
negara anggota ASEAN lainnya sehagai seorang'Registered Foreign Professionol Engineer'.Saat
ini terdapat lebih dari 1250 engineers yang didaftarkan di ASEAN Chartered Professional
Engineers Register bersama-sama dengan lebih dari 250 arsitek di the ASEAN Architec
Register. Sedangkan untuk profesi kepariwisataan, penilaian dilakukan didasarkan pada
per kasus yang kemudian ini dihapuskan sehingga MRA memberikan pengakuan
otomatis untuk 32 profesi yang berhubungan dengan kepariwisataan. Telah disusun tra
toolkits yang dirancang untuk mempermudah mobilitas dari tenaga ahli pariwisata
professional sehingga dapat mendorong kawasan untuk memperluas industry kepa
yang dihubungkan denganjasa penerbangan yang sudah semakin mudah.
4. Perkembangan liberalisasi perdagangan jasa.
Mobilitas tenaga kerja terampil erat kaitanya dengan liberalisasi perdagangan jasa.
438 ASEAN lJp, Overview of the ASEAN Skilleil Labor Market, dikutip dari ASEAN Up website.
https: //aseanup.com/overview-of-the-asean-skilled-labor-market/
ffi
terdidik pada dasarnya mereka menjual jasa atau ketrampilan mer,eka. Sehingga
dengan demikian perlu dibahas mengenai liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN. Liberalisasi
jasa di ASEAN diatur dalam ASEAN Fromework Agreement on Services (AFAS)a3s yang
sebetulnya melakukan liberalisasi unilateral yang sudah dilakukan oleh negara-negara ASEAN
sebelumnya, dan menyiapkan negara anggota ASEAN untuk liberalisasi lebih lanjut di tingkat
World Trode Orgonizotion (VWO) dan perjanjian perdagangan bebas (Free Trcde
AgreementlFfA) lainnya. Jasa keuangan dan transportasi mendominasi ekspor jasa Singapura
sedangkan jasa pariwisata mendominasi Kamboja.e0 Hal ini menggambarkan terjadinya efek
negara bertetangga yang didorong oleh transportasi yang baik bagi turis dan para pebisnis
serta student travel di kawisan ASEAN.
Skema AFAS berupa negosiasi tiap-tiap sektor perdagangan didasarkan pada 4 Mode
Generol Agreement on Trode Services (GATS) WTO441 dan atas dasar permintaan dan
penawaran. Namun, kesulitan dalam mencapai konsensus, menyebabkan ASEAN mengambil
mekanisme flexible yaitu ASEAN minus X formula dimana dua atau lebih negara anggota ASEAN
dapat memulai negosiasi liberalisasi perdagangan jasa untuk sektor tertentu dan/atau
subsector tertentu, dan negara anggota ASEAN lainnya dapat bergabung kemudian. Liberalisasi
dirancang bisa disepakati melalui negosiasi dalam perundingan dua tahunan secara berurutan.
Sehingga seluruh hambatan dapat dihilangkan'
Setiap perundingan negosiasi menghasilkan 'o pockoge of commitments'pada masing-
masing sektor dan/atau subsector beserta 'mode of supply' nya.Pada umumnya negara enggan
melakukan liberalisasi jasa di 5awah Moda 3 (commerciolpresencel dan Mode 4lmovement of
noturol personsl. Di ASEAN dilakukan nrodifikasi pada perundingan negosiasi liberalisasi jasa,
yang menghasilkan liberalisasi seluruh hambatan untuk Mode ! lcross-border supply) dan
Mode 2 (consumption obroodl dan hanya liberalisasi progressive untuk Mode 3 dan 4.
Sejauh ini ASEAN telah menyelesaikan perundingan delapan paket komitmen AFAS
dibawah kerja Kementrian Ekonomi ASEAN, dan paket ke-sembilan sekarang hampir selesai.
Saat ini telah dilakukan lima putaran negosiasi yang meliputi E packoge yang melingkupi jasa
bisnis (business services), jasa professional, konstruksi, distribusi, pendidikan, jasa lingkungan,
kesehatan, angkutan laut, telekomunikasi, dan pariwisata. Jasa transportasi udara dan jasa
43e ASEAN, ASEAN Framework of Agreement on Services, dikutip dari ASEAN website.
http://investasean.asean.org/files/upload/D oc0/o2008o/020-0lo20AFAS'pdf
eo Siow Yue Chia and Michael G. Plumnrer, ASEAN Economic Cooperation and Integratiorr: Progress,
Challenges and Future Directiors, Cambridge Univ. Press, 20L5, hlm. 22
st Lim Jock Hoi, Achieving the AEC 20L5: Challenges for Brunei Darussalam, dalanl dalam Sanchita
Basu Das (Ed), Achieving the ASEAN Economic Community 2015: Challenges for Member Countries
and Businesses, Singapore: ISEAS, hlm 25
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keuangan juga sedang dalam proses liberalisasi masing-masing dibawah kerja
Perhubungan dan Kementrian Keuangan ASEAN yaitu dengan delapan paket untuk
udara dan enam untuk bidang keuangan. Pada tiap-tiap paket kerjasama tersebug
negara anggota ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan level liberalisasi pada lebih
sub-sektor. Pendekatannya yaitu dengan mengurangi larangan-larangan bagi
batas negara lcross-border supplyl dan jasa konsumsi luar negeri, mengijinkan
lembaga equity luar negeri, dan penghapusan berbagai larangan lainnya secara
lahan.a2
Progres liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN sangat lambat, karena AFAS
melakukan morginal liberalization saja jika dibandingkan dengan komitmen GATS WTO.
Mode 4, kerangka MRA untuk kualifikasi profesi hanya meliputi beberapa profesi yaitu a
akuntan, surveyor, teknik, praktek kedokteran, praktek dokter gigi, dan perawat.
profesi yang lain masih perlu diidentifikasi dan dinegosiasikan lagi. Negara-negara
ASEAN sangat berhati-hati dalam proses negosiasi karena ketidakjelasan impact dari
dan kekhawatiran akan kehilangan kontrol atas beberapa sektorjasa, contohnya jasa
lfinonciol servicesl dan karena adanya kepentingan nasional negara anggota yang
liberalisasi Mode 3 hanya mencakup maksimal 70% dari equi9 shore, Sedangkan
Mode 4 hanya terbatas pada aliran bebas tenaga kerja professional. Pada September 2015
menteri negara-negara ASEAN menyatakan sebagai akhir dari negosiasi liberalisasi sektor
5. Mobilitas Tenaga Kerja: Tantangan dan Ancaman
Meskipun dalam era AEC ini aliran bebas tenaga kerja antar negara sangat dipe
namun hal ini harus dikontrol oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya perpi
penCuduk yang sangat cepat (ropid migrationl yang dapat menimbulkan sentiment
antar negara-negara anggota dan masyarakat ASEAN. Manfaat dan kerugiannya harus
dimonitor dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya masalah dampak yang meluas.
konteks kompetisi yang bagus, ASEAN seharusnya tidak mencegah tenaga kerja terdidik
negara di luar ASEAN untuk bekerja di negara-negara kawasan ASEAN karena mereka dapa
mendorong adanya ajang kompetisi global bagi tenaga kerja berbakat ASEAN. Perubahan
positif akibat adanya integrasi kawasan yaitu dapat menciptakan 14 juta lapangan kerja
2025. Sehingga membatasi lapangan kerja ASEAN bagi masyarakat ASEAN akan dapat
menimbulkan ketegangan dan permasalahan serius di masyarakat.
442 ASEAN, Building the ASEAN Community: AFAS Promoting Free Flow of Services through
Progressive Liberalisation, dikutip dari ASEAN website.
hBp ://www.asean.org/storage/images/20 1 5/september/Articles-on-AEC -
2 0 L 5/Editedo/o2oAFAS.pdf
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lntegrasi ekonomi kawasan harus nrenghasilkan yang terbaik bagi negara-negara di
Oleh karena itu lapangan pekerjaan baru ini harus dilakukan oleh tenaga kerja yang
yang berbakat sehingga kawasan ASEAN menjadi kawasan baru yang menarik dan
petitif, dan dalam konteks ini maka perusahaan harus selalu berusaha mencari dan
n tenaga kerja yang tepat dan terbaik lthe right iob for the right personl yang
patkan dari persaingan kerja seluruh masyarakat negara-negara ASEAN. Perusahaan
tidak hanya mempertahankan dan memberikan promosi kepada pegawainya saja
pi lebih kepada mencari dan memberi kesempatan kepada bibit tenaga kerja terdidik yang
sehingga terjadi mobilitas tenaga kerja internasional linternotional mobility) pada
rusahaan di ASEAN. Namun, bagi Myanmar hal ini akan sangat sulit mengingat
ini ketinggalan dalam pendidikan dan kemahiran. Pada akhir proses liberalisasi, ASEAN
negara-negara anggotanya akan dapat mengelola pasar kerja mereka dan mempunyai
s tenaga kerja terdidik yang lebih bebas dengan semangat integritas dan disertai
kehati-hatian. Negara-negara anggota ASEAN harus dapat menyeimbangkan kepentingan
mereka antara perkembangan ekonomi kawasan dan perlindungan warga negaranya dengan
membuka diri pada orang, pengalaman dan pemikiran-pemikiran baru yang berkembang.
5. Mobilitas Tenaga Kerja Terdidik ASEAN: lmplementasi dan Hambatan
Pemerintah negara-negarir anggota ASEAN telah menyepakati MRA bagi 8 profesi yang
rupakan tahap awal yang bagus dari tujuan ASEAN untuk aliran bebas tenaga terdidik di
' kawasan. Organisasi regional lainnya, misalnya NorthAtlontic Free Trode Areo (NAFTA) yang
beranggotakan Amerika Serikat, Canada dan Mexico menyepakati tenaga professional di 63
bidang pekerjaan untuk dapat pindah dan tinggal dan bekerja di 3 negara tersebut hanya
dengan kontrak kerja. Uni Eropa tidak ada hambatan atas kebebasan bergerak tenaga kerja,
setiap orang berhak untuk pindah, tinggal dan bekerja di seluruh wilayah UE. Sedangkan ASEAN
sangat berbeda dengan UE, karena AEC hanya mengatur aliran bebas tenaga kerja terdidik
melalui MRA, ASEAN Quolly'cotion Reference Fromework (AQRF) dan ASEAN Agreement on
Movement of Noturol Person (MNP). Jika MNP hanya untuk kepindahan sementara antar
negara, maka MRA membolehkan tenaga kerja professional pada 8 profesi untuk bekerja di
wilayah negara anggota ASEAN lainnya. Meskipun system MRA ini sulit dalam prakteknya
terkait dengan beragam kebijakan ketenagakerjaan tiap-tiap negara anggota dan prosedur visa
kerja. Sebuah studi menyatakan bahwa persyaratan ketenagakerjaan yang berbeda diterapkan
oleh negara-negara anggota ASEAN, seperti misalnya, persyaratan longuoge-proficienaT,
menyandang gelar dari institusi yang diakui dan terakreditasi, ketentuan minimal lama studi
dan harus lulus ujian ijin profesi national.
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Di lingkup ASEAN 8 profesi tersebut sama dengan 1,5% dari angkatan kerja di
Procentase tersebut sangat kecil jika misalnya dibandingkan jumlah tenaga kerja
besarnya 87 per cent dari tenaga kerja di ASEAN.443 Dengan kata lain tenaga kerja
merupakan angkatan kerja terbesar di ASEAN dan permintaan industry atas tenaga
juga sangat besar. lronisnya, tenaga kerja unskilled ini tidak termasuk dalam
Tenaga kerja yang unskilled didefinisikan sebagai tenaga kerja kasar yang tidak
pendidikan tinggi dan ketrampilan kecuali pernah mengikuti pelatihan ltroiningl
pekerjaan mereka sebelum keberangkatan mereka bekerja di luar negeri. Tenaga
kelompok ini pada umumnya mempunyai status tenaga kerja migran yang irregular
diatur oleh peraturan resmi.
Selanjutnya, meskipun kesepakatan Movement of Naturol Person (MNp) 2012
telah membebaskan dan memfasilitasi cross-border business,&astandard visa kerja masih
sama di seluruh kawasan dan tidak mendorong kemampuan perusahaan
memperkerjakan tenaga kerja terdidik dan berbakat dari negara-negara anggota ASEAN
jumlah MRA yang hanya meliputi 8 profesi saja, dalam prakteknya ketika akan me
salah satu profesi tersebut juga tidak mudah. Sebagai misal, Kamboja, Thailand,
Laos, perusahaan harus dapat memberikan jaminan serta bukti bahwa akan ada
ketrampilan dan ilmu pada pekerja local dan pekerja asing tersebut nantinya akan
oleh pekerja lokal. Di lndonesia, perusahaan harus bisa membuktikan bahwa I
tersebut tidak dapat diisi oleh pekerja lokal, Filipina bahkan konstitusinya melarang
bekerja pada pekerjaan tertentu. Namun dalam kasus seperti ini, banyak perusaha
multinasional dapat mem-bypass larangan-larangan ini dengan mempekerjakan banyak peke
yang berasal dari suatu negara dan kemudian memindahkan mereka ke cabang perusa
mereka di negara lain. Aturan yang sifatnya larangan yang diterapkan oleh negara
anggota ASEAN ini menunjukkan kurangnya kemauan politik dan kemauan public
meningkatkan mobilitas tenaga kerja di kawasan. Banyak politisi, anggota asosiasi profesi
masyarakat umum yang sangat khawatir terhadap pekerja migran menyerbu negara maju
kaya dan akan menimbulkan persaingan dan ketidak-stabilan negara, sedangkan negara
miskin khawatir akan kehilangan tenaga terdidik mereka karena adanya broin drain.
dari kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, sebetulnya di Kamboja, Laos, Myanmar dan
telah terjadi kekurangan tenaga kerja trampil dan terdidik, yang bisa memanfaatkan
443Alexander Chipman Koty, Labor Mobility in ASEAN: Current Commitrneht and Future
ASEAN Briefing website. http://www.aseanbriefing.com /news/2076/05/13/asean-labor-
mobility.htnl
aaa Perjaniian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berpergian ke negara-negara ASEAN
bagi penduduk di kawasao yaitu para pebisnis, intra-corporate transferees dar, contractual serytces
suppliers.
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trampil dari negara anggota ASEAN lainnya yang memiliki pendidikan yang lebih baik.
ikian juga halnya dengan Thailand, Malaysia dan Singapura sangat memerlukan tenaga
yang murah dimana lndonesia dapat dengan mudah memasok dengan angkatan kerja
berlebih dan masih pengangguran.
Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, kekurang-efektifan program mobilitas
kerja juga sebagai pertanda diperlukannya suatu standard baku yang ditetapkan secara
I untuk berbagai industri di ASEAN. lndustry penerbangan di ASEAN, misalnya, tidak
aturan yang sama untuk petugas licensing, pelatihan, keselamatan dan
liharaan, operasional penerbangan, dan pengelola lalu lintas udara loir troffic
. n1nogement). Adanya panduan yang sama untuk industry di seluruh kawasan ASEAN akan
mendorong pertumbuhan usaha dan industry di kawasan, dapat membangun angkatan
kerja yang febih besar dan bermutu, serta meningkatkan keterhubungan linterconnectivityl
seluruh wilayah di kawasan. Untuk mengatasi hal ini, maka ASEAN membentuk sebuah
kerangka kualifikasi ASEAN (ASEAN Quolification Fromework) untuk membuat system
kualifikasi yang seragam dan mengharmoniskan aturan dan mendorong universitas di seluruh
kawasan untuk bekerja sama untuk mengembangkan standard tetap tersebut. Sehingga pada
beberapa tahun ke depan, mobilitas tenaga kerja akan meningkat dan terwujud, namun aliran
bebas tenaga kerja terdidik tetap masih belum dapat terwujud sepenuhnya. Hal ini disebabkan
karena tujuan dari AEC tidak mempunyai target yang spesifik untuk meningkatkan dan
membuat progress dari prcgram tersebut. lnvestor asing yang berinvestasi di kawasan ASEAN
akan kecewa ketika mengetahui adanya batasan atau larangan yang ada yang tidak sesuai
dengan tujuan ASEAN yaitu menciptakan aliran bebas tenaga kerja terdidik. Terlebih lagi, tidak
ada insentif atau penghargaan bagi investor asing ketika mereka lebih memilih
memperkerjakan tenaga kerja dari negara anggota ASEAN dari pada tenaga kerja asing.
pada dasarnya, ketika mempekerjakan pekerja yang berasal dari negara ASEAN tetap
memakai prosedur untuk visa dan ijin kerja seperti halnya mempekerjakan tenaga kerja asing
dari negara lainnya. Untuk profesi yang diatur MRA, pengusaha mendapatkan akses yang lebih
luas atas daftar koleksi, tenaga terdidik yang potensial. Oleh karena itu, ketika mendirikan
perusahaan di kawasan ASEAN, penting bagi investor asing untuk mengetahui dan memahami
pasar kerja yang relevan dan kelangkaan tenaga kerja terdidik dan berbakat, terutama
disebabkan karena adanya regulasi yang tidak berurutan dan rumit. Terhambatnya mobilitas
tenaga kerja terdidik di kawasan akan menyebabkan broin woste, karena banyaknya




Pasar kerja ASEAN sedang berubah menuju suatu kondisi lebih bebas
tenaga kerja terdidik professional di negara-negara di seluruh kawasan. Dengan ada
bebas tenaga kerja terdidik maka masyarakat akan dapat menikmati hasil dari
ekonomi ASEAN. Meskipun beberapa hambatan tetap ada pada skema integrasi pasar
paling tidak ada 8 profesi yang sudah disepakati dalam Mutual Recognition
(MRA). Profesi yang sudah dibentuk MRA yaitu: engineering, perawat, dokter, dokter
arsitek, akuntan, surveyor, dan pariwisata. MRA merupakan kebijakan ASEAN yang
penting untuk mobilitas tenaga kerja terdidik di ASEAN merupakan fasilitasi
dimana negara-negara anggota ASEAN saling memberikan pengakuan kepada
terdidik yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya bahwa tenaga kerja tersebut
autorisasi lauthorizedl, berlisensi/berijin, dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh
ASEAN yang benvenang. Dengan adanya MRA ini profesi-profesi tersebut akan dapat
negara lain di kawasan ASEAN dengan mudah. MRA atas beberapa profesi ini masih
implementasi di level nasional negara anggota ASEAN. Tiap-tiap negara a
memberlakukan aturan nasional yang berbeda sehingga menimbulkan permasalahan
implementasinya. Masih diperlukan kemauan politik dari pemerintah dan para kepala
anggota ASEAN untuk memberikan lebih pada mobilitas tenaga kerja terdidik. Perlu a
training toolkits yang didesign untuk mobilitas tenaga kerja terdidik. Manfaat penuh
integrasi ekonomi AEC yaitu MRA dapat terealisasi melalui aturan hokum yang sama
implementasi efektif dari MRA.
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